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. Pcninjauan kewnbali dalam perkara pidana mcrupakan suaiu upaya hukum
luar biasa yang mendapat pengaturarvvya dalam pasal 21 Undang-undang No 4
Talum 2004 dan dalam KUHAP pada Bab XllI : yang dimulai dan pasal 263 s/d
269. Meninjau kembalt dslam konteks proses penvelesaian perkara tingkat upaya
bukum luar biasa dapat diartikan dengan melihat atau mengamat, apakah hal-hal
tertentu dirumuskan secara konkret oleh undang-undang dapat dijjuinpai atau tudak
dalami uraian alasan-alasan yang dijadikan dasar permintaan penmjauan kembals
vang bersapgkutan. Undang-undang memberikan batasan terhadap penmjauan
kembali, dimana peninjauan kembali vang merupakan upaya hukum luar biasa
banya dapat diajukan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan
bukum tetap hanya dapat dilakukan satu katli saja.

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penmjaun kembali ini dapat
d:iajukan lebih dari salu kali, dimana Pengadilan m:snerima peninjauan kembali
yang diajukan oleh tepidana Ayodya Prasad Chaubey dan meneruskan
pennohonan peninjauan kembali tersebut kepada Mahkamah Agung R.L
penehtian ini mencoba melihat apa yang mcnjadi dasar iatar belakang te:pidana
mengajukan peninjavan kembali, dan apa vang menjadi dasar pertimbangan
Pengedilan menenma penmjauan kembali yang kedua kalinya olch terpidana.
Penelinan in: bersifat deslnptif, mempertihatkan terdapatnya penyimpangan
texhadap Undang-undang drmana tata Undang-undang dikesampinglan oleh
peezaruran administrasi yang diterapkan oleh Pengadilan Negen Medan.

Dengan diterimanya pemnjauan kembah untuk yang kedua kalmya tidak
dibenarkan dan bertentangan dengan KUHAP. Dalam KUHAP senditi
menjelaskan bahwa peninjauan kemlali hanva dapat dilakukan satu kali dan
dalam keadaan luar biasa. Dengan adanya penyimpangan ini tergambar bahwa
Hukem Acara Pidana kita masih belum dapat memenuhi hukwin yang ada dalam
masyarakat dan belum maksimal menampung aspirasi hukwin yang hidup dan
bekeodang dalam masyarakat, Sehingga dapat disimpulkan baliwa peninjauan
tamha)i yang kedua kali tidak dapat dibenarkan karena bertentangsn dengan pasal
268 KUHAP yang menyatakan babwa pemninjauan kembali hanya dapat dilakukan
sam kali dan dengan diterimanya peninjauan kembali oleh pengadilan jelas
=xxupekap suak: penyimpanan yang dapat menimbuikan preseden bumk dan
mousak tatanan hukum
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